BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR &| TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat
(1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit serta BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka telah ditetapkan
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan
kualitas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Iskak Tulungagung;

[a—

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal,



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite
Medik di Rumah Sakit;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017,

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
228 /Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib
dilaksanakan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);

22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2014 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG TATA
KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK
TULUNGAGUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
82 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Iskak Tulungagung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
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10.

11.

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Rumah Sakit yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah
peraturan organisasi rumah sakit (Corporate Bylaws) dan
peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaws) yang
disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata
kelola klinis yang baik (good clinical governance).

Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan
yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah
sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola
dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas,
kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah
peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas,
tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf
Medis di Rumah Sakit.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan
tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur,
Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub.
Bagian dan Kepala Seksi.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak
seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit adalah pimpinan
BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja
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operasional BLUD yang terdiri dari Direktur dan Wakil
Direktur.

Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis
adalah Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sub Bagian
atau Kepala Seksi.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM
adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit ke masyarakat.
Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya
disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima
tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional BLUD.

Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan

anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan

dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi,
dokterspesialis dan dokter gigi spesialis terdiri dari Staf
Medik Struktural dan Staf Medik fungsional.

Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF
adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu
di unit pelayanan rumah sakit.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan
bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
Supervisor adalah staf fungsional yang diberi tugas sebagai
Manager Pelayanan Pasien dan tanggung jawab oleh
direktur untuk membantu direktur dalam
mengkoordinasikan, mengawasi serta melaksanakan
pengendalian  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan
kesehatan, mutu dan keselamatan pasien.

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya
kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,
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33,
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rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi,
laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.

Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan
lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk
instalasi, unit dan lain-lain.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang
telah diregistrasi.

Surat Izin Praktik medis dan paramedis yang selanjutnya
disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah, maupun Surat Tugas untuk
melakukan praktek kedokteran yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi kepada Tenaga Kesehatan sebagai
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Surat ljin Praktek Khusus Rumah Sakit Pendidikan adalah
Surat Ijin Praktek yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Pusat Pendidikan Utama dan berlaku pula di Rumah Sakit
Pendidikan Jejaring Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak
Tulungagung. Begitu juga sebaliknya dari Rumah Sakit
Pendidikan Jejaring Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung ke Rumah Sakit Pendidikan Utama.
Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok
pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit
untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan
berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan
Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk
melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit
tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah
ditetapkan baginya.

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis
untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis
{clinical privilege).

Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis
yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege)
untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan
klinis tersebut.

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada
pasien dengan menggunakan rekam medis yang
dilaksanakan oleh profesi medis.

Mitra bestari (per group) adalah sekelompok staf medis
dengan reputasi dan kompentensi profesi yang baik untuk
menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang
yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran
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atau administrasi pelayanan guna menunjang pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan.

37.Satuan Pengendali Internal adalah perangkat Rumah Sakit
yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
internal dalam rangka membantu Direktur untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.

38. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah
Dokter peserta didik Spesialisasi dari Rumah Sakit
Pendidikan Utama dimana Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung merupakan jejaring Rumah Saki
Pendidikan tersebut yang sedang melaksanakan praktek di
Rumah Sakit.

39. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan
Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah
Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.

40. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan
Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit.

41.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
lainnya.

42. Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Rumah
Sakit dengan keanggotaan yang berasal dari unit kerja dan
atau instalasi lingkup Rumah Sakit.

Ketentuan ayat (1) huruf ¢ Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak merupakan Rumah
Sakit milik Pemerintah Daerah dengan identitas sebagai
berikut:

a. nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Iskak;

b.jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum
Pemerintah;

c. kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas B Pendidikan;

d. alamat rumah sakit adalah di Jalan Dr. Wahidin Sudiro
Husodo Tulungagung.

(2) Logo Rumah Sakit dan arti logo sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan
profesional Rumah Sakit menetapkan Visi "Terwujudnya
Rumah Sakit rujukan yang handal dan terjangkau dalam
pelayanan”.

(2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi
untuk:

a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan; dan
b. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang
bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran.

(3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan :
a. meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan
mengutamakan keselamatan pasien; dan
b. meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan dan
penelitian di bidang kesehatan untuk menunjang
pelayanan Rumah Sakit.

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Rumah sakit memiliki Sasaran Strategis sebagai
berikut :

a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit;

b. meningkatkan mutu pendidikan, pelatthan dan
penelitian di rumah sakit;

c. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah,;

d. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan
paramedis disertai dengan peningkatan kualitas dan
pelatihan;

e. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana
dan prasarana peralatan medis (medical equipment),
utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;

f. meningkatkan pelayanan dengan membuka
spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan
prasarana;

g. meningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan
efisiensi pelayanan serta melakukan kerjasama dengan
pelayanan kesehatan lokal, nasional dan internasional;

h. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada
semua unit kerja dan unit kegiatan; dan

i. melaksanakan akuntabilitas pelayanan secara
berkesinambungan, melakukan audit medis, audit
keuangan dan kelompok budaya kerja.

(5) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna
disesuaikan dengan  perkembangan keadaan dan

kebutuhan pencapaian visi.



(6) Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap
kelangsungan, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit
sesuai dengan harapan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung

Jawabnya mempunyai kewenangan:

a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan
di Rumah Sakit;

b. menyetujui kebijakan dan strategis dalam
mengoperasionalkan Rumah Sakit,

c. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan
Dewan Pengawas;

d. menyetujui Renstra Bisnis BLUD dan RBA:;

e. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan
Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut
peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

f. mengevaluasi kinerja pejabat pengelola baik kinerja
keuangan, maupun non keuangan (pelayanan)
setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

g menyetujui dan mengesahkan Falsafah, Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran Strategis, Motto, Nilai-nilai Dasar dan
Janji Layanan Rumah Sakit;

h. mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Rumah
Sakit dalam melakukan publikasi visi dan misi Rumah
Sakit; dan

i. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar
ketentuan dan memberikan penghargaan kepada
pegawai yang berprestasi.

(3) Pemerintah Daerah mendelegasikan sebagian kewenangan

kepada Direktur meliputi :

a. pengesahan Renstra Bisnis BLUD dan RBA;

b. pengesahan program peningkatan mutu Rumah Sakit;

c. Pengelompokan jenis tindakan medis yang berlaku di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung;

d. pengesahan program pendidikan dan penelitian
profesional kesehatan di Rumah Sakit; dan

e. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain
untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;

o



8,

10

Ketentuan ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit
dibentuk Instalasi yang merupakan unit pelayanan non
struktural.

(2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(4) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam
menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan
fungsinya.

(5) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur
melalui:

a. Kepala Seksi, Kepala Bidang terkait, dan Wakil Direktur
pelayanan;

b. Kepala Sub. Bagian, Kepala Bagian terkait, dan Wakil
Direktur Umum dan Keuangan.

Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu
Pasal 39 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1) Untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan dan
pengendalian pelayanan secara menyeluruh di rumah
sakit, dibentuk Supervisor.

(2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kelompok jabatan fungsional lainnya yang
bertugas sebagai Manager Pelayanan Pasien (MPP) yaitu
melaksanakan pengawasan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan terhadap penyelenggaraan pelayanan, mutu
dan keselamatan pasien.

(3) Supervisor dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

(4) Supervisor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah pensiun dapat
diangkat kembali sebagai Supervisor Non Pegawai Negeri
Sipil (Non PNS) sepanjang yang bersangkutan memenuhi
persyaratan dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Rumah

Sakit.
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(6) Ketentuan tentang pembentukan, dan tata cara
pengangkatan kembali tenaga supervisor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Direktur.

Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 111

(1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai berstatus PNS
dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.

(2) Pemberian honorarium bagi pegawai berstatus Non PNS
dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.

(3) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi
Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan, Pejabat
Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris
Dewan Pengawas dan Tim Pembina Rumah Sakit
dianggarkan melalui Anggaran Belanja Langsung.

(4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi berasal
dari Jasa layanan dan/atau anggaran fungsional Rumah
Sakit yang dianggarkan dalam DPA setinggi-tingginya 44 %
(empat puluh empat persen) dari realisasi pendapatan
rumah sakit.

(5) Besaran Jasa/Imbalan tenaga supervisor dan tenaga Staf
Medik Fungsional diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Direktur.

Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 121 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121 A

Dalam hal Rumah Sakit Umum mengalami defisit arus kas
pada tahun anggaran berjalan, maka Rumah Sakit dapat
mengajukan Anggaran kepada Pemerintah Daerah yang
diajukan wusulan pembiayaannya pada tahun anggaran
berjalan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 131

(1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya
vang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas RBA.

[~
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(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah
Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN /APBD
dan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

10. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 132

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dalam Pasal 131 ayat (2),
ditetapkan oleh Direktur.

(2) Besaran prosentase ambang batas RBA yang ditetapkan
oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional rumah sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 0 DEC 2016
BUPATI TNLUNGAGUNG,

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggah30 Desember 2016
SEKRETA DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 81
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